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Kinerja dan produktivitas perusahaan mana pun merupakan
topik  diskusi yang kontroversial dalam pembangunan.
Penelitian ini melihat kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM)
dan  bagaimana  pengaturannya  untuk  meningkatkan
produktivitas perusahaan. Secara khusus, makalah ini berusaha
untuk menetapkan bagaimana kebijakan dan peraturan
berkontribusi pada tugas kepemimpinan, loyalitas, motivasi
karyawan, dan kinerja pekerjaan, yang memengaruhi kapasitas
produksi perusahaan. Kebijakan dan Peraturan dibahas dalam
tulisan ini karena untuk meningkatkan kinerja Usaha Kecil
dan Menengah, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2008, Pasal 3 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah yang dimaksudkan untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi karena 99%
ekonomi  negara  didukung oleh UKM vyang juga
mempekerjakan 97% dari populasi pekerja negara, namun
masih terbatas penelitian tentang kebijakan terkait kinerja dan
Produktivitas UKM.  Meskipun  kebijakan — merupakan
komponen fundamental dalam pertumbuhan bisnis, telah
ditetapkan ~ bahwa  kinerja  karyawan  mempengaruhi
produktivitas perusahaan, mempengaruhi tingkat lapangan
kerja lokal. Populasi sampel diambil dari karyawan Usaha Kecil
Menengah (UKM) Indonesia. Ukuran sampel adalah 250, dan
perangkat lunak PLS diterapkan untuk menganalisis data.
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1. Pendahuluan

Di alam semesta yang berubah dengan cepat saat ini, di sebagian besar negara di dunia,
ketika menyangkut sektor bisnis, ada tantangan yang berkaitan dengan kebijakan dan
peraturan nasional (Davis, 2022). Sebagian besar korporat perusahaan dan Public Relations
(Hubungan Masyarakat) (Davis, 2022) menentang kebijakan semacam itu. Mereka terus
menentang sebagian besar peraturan pemerintah dan menggambarkannya sebagai hambatan
untuk melakukan bisnis, menghambat transparansi dan efisiensi kinerja dan produktivitas
bisnis (Rachagan & Kuppusamy, 2013). Hal ini menyebabkan peningkatan transfer bisnis dari
satu negara ke negara lain. Menurut Davis (2022), perusahaan mengeksplorasi semua celah dan
memindahkan operasi ke negara-negara berisiko lebih sedikit di luar negeri sebagai salah satu
cara untuk mengatasi peraturan pemerintah yang tidak dapat diandalkan.

Di Indonesia, pemerintah telah mencoba mengeluarkan undang-undang (Hamzah et al.,
2022) yang dianggap menarik dan dianggap sesuai untuk operasi bisnis (Jeurissen, 2000);
diantara peraturan pemerintah adalah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan
peraturan tentang koperasi (Tambunan, 2018). Secara khusus, dalam konstitusi negara Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjabarkan beberapa pasal tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pengantar pengesahan peraturan tersebut (Republik
Indonesia, 2008), disebutkan bahwa harus ada keadilan dan kesejahteraan masyarakat
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang menjadi landasan pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Sesuai Ketetapan MPR-RI/1998 Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Ekonomi Politik dalam
rangka Demokrasi Ekonomi di Indonesia (Hamzah et al., 2022), Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah memerlukan pemberdayaan sebagai bagian integral dari ekonomi kerakyatan
(Santos & Laczniak , 2009) dengan posisi, peran, dan potensi yang strategis untuk mewujudkan
tatanan perekonomian nasional yang kokoh, semakin seimbang, maju, dan berkeadilan.
Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat untuk memiliki perekonomian yang
fungsional dan berdaya saing. Seperti diketahui, Presiden Jokowi berpendapat bahwa untuk
maju diperlukan sumber daya manusia yang lebih baik, yang harus dikembangkan melalui
pendidikan yang responsif (MoF, 2019).

Sumber daya manusia yang bertanggung jawab memastikan kinerja yang baik dan
seringkali mengarah pada produksi tinggi (Brzeszczynski et al., 2016). Karyawan percaya
bahwa kinerja yang baik mengarah pada pekerjaan yang lebih baik sebagai target siapa pun
yang mencari pekerjaan (Leong, 2016). Secara alami, manusia harus memenuhi kelangsungan
hidup dan kebutuhan material yang dibutuhkan dalam kehidupan (Lavee & Benjamin, 2017)
dengan mencari pekerjaan sebagai cara untuk bertahan hidup dalam bentuk pekerjaan tetap
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(Chen et al., 2006; Rafaeli, 2006; Lewchuk et al., 2011; Wisman & Pacitti, 2014) yang berbayar.
Namun, meskipun kepuasan baik untuk meningkatkan kinerja karyawan (Fernandez &
Moldogaziev, 2013), kadang-kadang, beberapa tetap tidak puas saat bekerja (Nelson, 1978),
meskipun pekerjaan tersebut mungkin cocok dengan keterampilan, bakat, dan kemampuan
mereka (Pitts, 2009).

Ketika karyawan kurang puas di tempat kerja (Ilies et al., 2009), kinerja mereka menjadi
buruk, dan ada produktivitas yang lambat (Oswald et al., 2015), sehingga menyebabkan kinerja
pekerjaan yang buruk (Fu & Deshpande, 2013). Pemerintah Indonesia menetapkan undang-
undang perlindungan karyawan untuk menghindari kinerja pekerjaan yang buruk dalam
Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Undang-undang perlindungan tenaga kerja telah diperkuat
melalui amandemen berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dikeluarkan
pada tanggal 25 Maret 2003. Dalam beberapa tahun terakhir, undang-undang tersebut telah
mengalami perubahan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
ketenagakerjaan, yang disebut undang-undang ketenagakerjaan. Mengenai undang-undang
ketenagakerjaan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada pelaksanaan
undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang penciptaan lapangan kerja secara praktis
dan empiris. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, tentang
ketentuan kerja berdasarkan kontrak, sumber daya manusia yang dialihdayakan, serta waktu
kerja dan istirahat. Sementara peraturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun
2021 yang mengatur tentang upah dan gaji (Yusuf, 2021).

Undang-undang perlindungan karyawan telah diberlakukan untuk semua sektor (Hyde,
1993), termasuk Usaha Kecil dan Menengah karena kesejahteraan karyawan atau staf
merupakan hal mendasar selama produksi karena kinerja didasarkan pada kesejahteraan staf
(Hellerstein & Neumark, 2020). Pemerintah Indonesia memahami kekuatan Usaha Kecil dan
Menengah untuk memperkuat perekonomian (Purnomo et al., 2016). Penelitian menunjukkan
bahwa lebih dari 99% perusahaan Indonesia adalah UKM, yang mempekerjakan lebih dari 97%
kelompok usia kerja di negara tersebut (Burger et al., 2015). Karena pentingnya Usaha Kecil dan
Menengah bagi perekonomian negara, Pemerintah mendorong pertumbuhan dan perluasan
UKM melalui dukungan nyata; misalnya, Pemerintah Indonesia, selain mengeluarkan
peraturan, juga telah menetapkan program-program pendukung (Salim & Negara, 2018),
seperti one-stop window untuk mendapatkan izin usaha, memberikan Kredit Usaha, skema
pinjaman bersubsidi untuk perusahaan baru dan kecil (Burger et al., 2015).

Keinginan pemerintah untuk menjalankan perekonomian yang lancar telah melahirkan
peraturan-peraturan seperti peraturan Republik Indonesia yang disebut dengan Undang-
Undang No. 2008 (Republik Indonesia, 2008). Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Pasal
3 memperkuat keinginan Pemerintah untuk membangun perekonomian yang kuat melalui
UMKM. Pasal 3 menentukan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk
menumbuhkan dan mengembangkan usahanya untuk menumbuhkan perekonomian negara
berdasarkan prinsip pemerataan dan sistem ekonomi yang demokratis (Republik Indonesia,
2008). Undang-undang Indonesia tahun 1967 memperkuat peraturan tahun 2008 tentang UKM
tentang Peraturan Pokok Koperasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967
ini mengatur ketentuan-ketentuan, seperti nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip kerjasama
(Republik Indonesia, 1967). Dalam hal ini, UKM yang beroperasi sebagai koperasi harus
mengikuti norma, nilai dan prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 12 Tahun 1967. Undang-Undang tentang koperasi tahun 1967 lebih lanjut
menjelaskan pedoman yang lebih praktis, yang meliputi: peran koperasi, hak dan tanggung
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jawab anggota, organisasi, jenis koperasi, tanggung jawab anggota, peran pemerintah,
pendirian, pembubaran dan penutupan, dan hal-hal lain yang berhubungan selain itu.

2. Tinjauan Pustaka

Telah ditetapkan melalui tinjauan literatur dan studi empiris bahwa untuk membahas
Usaha Kecil dan Menengah yang sukses, dan mereka harus diperiksa dari perspektif tingkat
kewirausahaan (kepemilikan atau pemberi kerja), pekerja atau karyawan dan peraturan
pemerintah dan perspektif perlindungan pemerintah (Engidaw, 2022). Makalah ini mengkaji
kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bagaimana mereka diatur untuk meningkatkan
produktivitas perusahaan dalam perekonomian (Parker, 1999). Penulis berusaha mengungkap
dan menetapkan bagaimana kebijakan dan peraturan mempengaruhi motivasi karyawan (Link
& Miiller, 2015), kepemimpinan emosional, kepemimpinan etis, kepemimpinan yang melayani
(Dixon & Hart, 2010) dan kinerja pekerjaan terkait produktivitas.

2.1. Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan

Usaha Kecil dan Menengah di sebagian besar negara, termasuk Indonesia, didirikan
berdasarkan peraturan. Studi telah mengungkapkan hubungan yang kuat antara regulasi dan
pertumbuhan ekonomi suatu negara (Teranishi, 1986; Dawson & Seater, 2013; Akisik, 2013;
Madni & Chaudhary, 2017; Aceves & Amato, 2017). Teranishi (1986) menunjukkan bahwa
antara periode 1953 hingga 1972, ekonomi Jepang mengalami pertumbuhan dan perkembangan
yang pesat karena adanya sistem keuangan yang diatur secara ketat. Menurut Dawson & Seater
(2013), dalam studi mereka, peraturan secara signifikan mempengaruhi ekonomi, yang
mempengaruhi output dan kapasitas produksi perusahaan.

Ini berarti bahwa kebijakan dan peraturan yang menguntungkan sangat mendukung bisnis
yang kuat, termasuk UKM dan dapat menghambat pendirian dan kelancaran operasi mereka
jika diterapkan dengan buruk. Dalam sebuah laporan oleh Frontier Economics (2012), telah
dicatat bahwa peraturan kadang-kadang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi
suatu negara dengan mempengaruhi aliran biaya yang diperlukan (Smolny, 2001) dengan
distorsi stabilitas pasar (Hazell & Scandizzo, 1975) karena penundaan yang tidak perlu dan
prosedur berlarut-larut lainnya (Djumadi & Barkatullah, 2019) yang mungkin berakhir dengan
produksi perusahaan yang tidak diinginkan yang buruk, kebanyakan yang dijalankan sebagai
Usaha Kecil dan Menengah, diperlukan itikad baik dalam melakukan bisnis. Khaiarandy (2009)
berpendapat bahwa itikad baik harus ada dalam setiap transaksi, baik usaha Mikro, Kecil,
Menengah maupun besar, karena itu adalah jiwa dari semua transaksi. Dalam perspektif ini,
beliau menekankan dan mendorong penggunaan hukum berdasarkan itikad baik.

Khaiarandy (2009) menyebutkan bahwa dalam suatu transaksi bisnis yang mengikat dan
disepakati secara hukum, setidaknya timbul tiga pertanyaan yang harus dijawab mengenai
itikad baik sebelum melakukan semua transaksi hukum. Poin-poin yang dikemukakan dalam
ketiga pertanyaan tersebut memahami bahwa itikad baik tidak bersifat universal, mengetahui
tolok ukur (uji hukum) yang digunakan oleh hakim untuk mengetahui ada atau tidaknya itikad
baik dalam suatu transaksi, dan mengetahui dengan jelas fungsi itikad baik sebelumnya.
melanjutkan kerjasama apapun. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap pengaruh yang
dibawa oleh peraturan akan selalu berdampak pada pertumbuhan perusahaan, yang sangat
mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan ketersediaan lapangan kerja.

Pemerintah Indonesia memahami pentingnya regulasi. Hal ini menyebabkan
dikeluarkannya peraturan yang menetapkan dan mengklarifikasi persyaratan untuk
pengoperasian UKM di dalam negeri. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, dalam Pasal
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1, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha atau
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini (Republik Indonesia, 2008). Sedangkan Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini (Republik Indonesia, 2008). Dalam pasal 1, Usaha Menengah didefinisikan sebagai
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau besar sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini (Republik Indonesia, 2008).

Djumadi & Barkatullah (2019) berpendapat bahwa karena pentingnya usaha mikro, kecil,
dan menengah untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Pemerintah
Indonesia telah bekerja keras untuk mendorong kerja sama yang kuat (Ifrani et al., 2019) antara
sektor publik dan swasta terkait UKM (Djumadi & Barkatullah, 2019). Pemerintah mengetahui
bahwa sektor ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian karena lebih dari 99%
perusahaan adalah UKM, yang mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja negara (Burger et
al., 2015). Oleh karena itu, pemerintahan yang peduli harus menerapkan sistem ekonomi yang
difasilitasi dengan baik yang didukung oleh kebijakan dan peraturan yang kuat yang
berorientasi pada penyediaan layanan yang baik dan kebijakan karyawan yang sangat
protektif.

2.2, Ketenagakerjaan, Peraturan Ketenagakerjaan dan Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Kewirausahaan adalah kegiatan yang kompleks untuk dilakukan (Brown & Mason, 2017);
peraturan dapat membantu pemberi kerja memahami bagaimana bisnis yang menguntungkan
dapat dioperasikan (Gay & Kagan, 2018), terlebih lagi usaha kecil, di mana pemilik diharapkan
sering meninjau dan menilai kinerja karyawan. Untuk menekankan pentingnya peraturan
tentang kinerja pekerjaan, harus ada kerangka kerja majikan-karyawan atau konsep
penggambaran siklus kerja (App et al., 2012) karena kinerja di tempat kerja adalah perilaku
umum yang digambarkan karyawan mengenai kompetensi dan kemampuan kerja mereka
(Choi et al., 2014).

Dalam semua bisnis, konsep kinerja sangat penting untuk dievaluasi karena terdiri dari
praktik dan aspek teoretis, di mana yang terakhir merupakan bidang akademik (Piazza, 2017).
Dalam kewirausahaan, kinerja diasumsikan positif mempengaruhi produktivitas yang
berkelanjutan, sehingga pengembangan kinerja perusahaan yang berkelanjutan (Hairudinor &
Barkatullah, 2020). Konsep kinerja adalah konsep dorongan kepada karyawan yang
meningkatkan dan meningkatkan produksi serta berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas
operasi perusahaan (Paulraj et al., 2015). Dalam sebuah studi oleh Paulraj et al. (2015)
berdasarkan beberapa teori dan pencampuran rantai pasokan dan etika bisnis, mereka menilai
keterkaitan antara motif, praktik, dan kinerja dalam produksi. Hal ini dilakukan karena
beberapa perusahaan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia dan sistem
manajemen karena ingin menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang
semakin ketat (Colletti & Chonko, 2013).

Oleh karena itu, kinerja pekerja memainkan peran penting dalam membentuk kapasitas
produksi perusahaan. Ketika karyawan berkomitmen untuk kinerja yang baik, mereka secara
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langsung atau tidak langsung mempengaruhi hasil produksi dan produktivitas, membantu
perusahaan mencapai tujuan strategis mereka dan membantu memfasilitasi kinerja perusahaan
yang berkelanjutan (Dessler, 2011). Namun perlu diperhatikan bahwa dalam bekerja, beberapa
faktor dapat mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan (Jarupathirun & Gennaro, 2019); di
antara faktor-faktor tersebut antara lain pengawasan atau dukungan kepemimpinan (Palanski
et al., 2013), upah dan gaji yang dibayarkan (Lobel, 2020), imbalan berupa promosi (Burrell &
Kelly, 2015), hubungan kerja dan keluarga (Bianchi & Milkie, 2010; Jang et al., 2012), hubungan
tempat kerja antara karyawan dan banyak lainnya.

2.3. Hubungan antara Usaha Kecil dan Menengah dengan Lapangan Kerja di Indonesia

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah kekuatan ekonomi Indonesia karena terdiri dari
99% dan mempekerjakan lebih dari 97% populasi usia kerja, sehingga menjadi komponen vital
pertumbuhan dan pembangunan nasional (Burger et al, 2015). Menurut OECD (2018)
Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, pada tahun 2018, UKM menyumbang 97% dari
tenaga kerja lokal, sedangkan 56% merupakan investasi lokal Indonesia. Berdasarkan hal
tersebut, maka ada peraturan khusus tentang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ibata-
Arens & Obayashi, 2006). Kebijakan bertujuan untuk mengatur dana yang menyasar
masyarakat, yang mengarah pada perampingan Usaha Kecil dan Menengah di negara tersebut
(Morris et al., 2015).

Sebagian besar UKM Indonesia sangat bergantung pada bidang pertambangan, jasa,
furnitur, manufaktur, dan konstruksi (Maksum et al., 2020). Menurut Musa & Chinniah (2016),
tergantung pada proyeksi dan perencanaan pemerintah, pada tahun 2020, usaha kecil dan
menengah diperkirakan berkontribusi 41% terhadap pertumbuhan produk domestik (PDB)
negara. Namun, terlepas dari dukungan pemerintah dan fasilitasi program yang ada, masih ada
kegagalan yang dihadapi baik oleh UKM yang sudah ada maupun yang baru dibentuk (Chong,
2012). Tantangan yang menyebabkan kegagalan termasuk keterbatasan pengetahuan pemilik
bisnis mengenai manajemen dan disiplin keuangan yang buruk (Petrick, 2011).

Di sisi lain, juga telah dicatat bahwa buruknya kinerja Usaha Kecil dan Menengah juga
dapat dikaitkan dengan buruknya kinerja para pekerja (Ngo & Chi, 2020), yang dalam banyak
kasus sering berkontribusi pada penurunan produksi di usaha kecil dan menengah. Mengenai
hal ini, peneliti berpendapat bahwa kurangnya sumber daya yang memadai dapat
menyebabkan kinerja yang buruk dari usaha kecil dan menengah untuk bersaing secara efektif
dengan perusahaan besar (Loveman & Sengenberger, 1991). Ini mungkin berbeda ketika negara
telah menetapkan kerangka peraturan dan kebijakan minimum yang sangat mendukung yang
mendorong investasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif (Bardhan, 2016).
Meskipun UKM dimaksudkan untuk mematuhi peraturan, mereka menghadapi hambatan
dalam memenuhi sebagian besar peraturan yang ditetapkan karena sumber daya yang tidak
memadai, kesadaran yang terbatas, dan kurangnya keahlian (Gunningham, 2002). Artinya,
kendala yang dihadapi UKM terkait kinerja terutama disebabkan oleh kurangnya keterampilan
manajemen dan kepemimpinan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan dengan tegas
bahwa rendahnya produktivitas karyawan di usaha kecil dan menengah memerlukan
penyelidikan menyeluruh karena sektor ini diketahui menggerakkan ekonomi negara
berkembang dan maju. Dengan latar belakang seperti itulah penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji kebijakan dan peraturan untuk memahami dampaknya terhadap kinerja karyawan
untuk membantu mengatasi tantangan produksi UKM.
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2.4. Hubungan antara Usaha Kecil dan Menengah dengan Lapangan Kerja di Indonesia

Bagi pemilik bisnis, baik perorangan maupun perusahaan, prestasi kerja karyawan
digunakan untuk mengambil keputusan (Gardner et al, 2010) mengenai kompetensi,
peningkatan keterampilan pekerja, promosi pekerjaan, insentif, upah dan gaji, promosi, demosi,
hukuman dan pemotongan gaji tenaga kerja perusahaan, dan lain-lain. Beberapa peneliti telah
menggambarkan kinerja sebagai perilaku, krusial, terlihat dan bervariasi, dan sejumlah
peristiwa luas yang dilalui karyawan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik (Chu & Lai,
2011). Kinerja karyawan-pekerjaan sangat terkait dengan produktivitas dan mencerminkan
hubungan kerja karyawan (Sykes et al., 2014). Melalui indikator kinerja, kita dapat menilai sikap
karyawan terhadap tujuan mereka terhadap keputusan yang dibuat baik secara sukarela
maupun tidak (Scholz, 2017).

Menurut Chen & Silverthorne (2008), mereka percaya bahwa dalam perspektif kesuksesan
bisnis, kinerja karyawan-pekerjaan, tujuan sosial, dan penilaian kesadaran individu kemudian
ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Perlu dicatat bahwa beberapa cara dapat digunakan
untuk menentukan kinerja karyawan-pekerjaan dan kapasitas karyawan untuk bekerja. Pada
saat yang sama, ini mungkin termasuk kualitas pekerjaan, hasil dan keluaran terkait pekerjaan,
ketepatan waktu, kapasitas produksi, kepribadian dan sikap individu (Tseng & Huang, 2011).
Green & Heywood (2008) menetapkan dua bentuk di mana kinerja karyawan-pekerjaan dapat
dengan mudah dipengaruhi: kepribadian karyawan dapat terdiri dari kemampuan,
pengetahuan dan keterampilan, serta motivasi individu. Kedua, lingkungan kerja juga
mempengaruhi kinerja pekerja - lingkungan membentuk ekspektasi karyawan dan
mencerminkan umpan balik kinerja (Green & Heywood, 2008). Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa kinerja karyawan-pekerjaan mencakup keterampilan dan kemampuan
tenaga kerja, pengetahuan dan kemampuan, upaya-kerja yang dilakukan untuk menyelesaikan
pekerjaan secara efisien dan, tentu saja, kondisi kerja, yang memerlukan kemampuan
beradaptasi terhadap semua situasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. produksi.

2.5. Kepemimpinan dalam Usaha Kecil dan Menengah

Perubahan dalam berbisnis telah memicu pembahasan tentang kepemimpinan dalam usaha
kecil dan menengah (Meiseberg & Ehrmann, 2012). Menurut Otting et al. (2021), perubahan ini
telah memunculkan keinginan akan kepemimpinan yang memiliki sikap dan perilaku kritis-
sukses, lebih strategis dalam berbisnis, jelas dalam bentuk komunikasi dan siap untuk ide-ide
baru dan pengembangan transformasional, yang berkelanjutan di masa kini dan saat ini
menjadi sangat penting dalam hal kepemilikan bisnis, terlebih lagi untuk usaha kecil dan
menengah, karena gaya kepemimpinanlah yang dapat mendorong kesuksesan atau
menyebabkan kemunduran dalam bisnis. Dengan kata lain, melalui konsep kepemimpinan
ditetapkan bahwa pemimpin memiliki otoritas dan kekuasaan, komunikasi pemimpin penting
ketika menyangkut kinerja seorang karyawan, gaya keputusan pemimpin mempengaruhi
perusahaan baik secara positif maupun negatif, dan seni pendelegasian oleh seorang pemimpin
kepada bawahan juga mempengaruhi kinerja dalam suatu perusahaan, khususnya kinerja
UKM.

Karena pentingnya kepemimpinan dalam pertumbuhan dan perkembangan organisasi,
termasuk di UKM, para peneliti terus melakukan penelitian untuk membahas aspek
kepemimpinan (Otting et al., 2021), seperti kepemimpinan emosional, tugas kepemimpinan,
dan sifat kepribadian kepemimpinan. Fleishman et al. (1991), dalam upaya mereka untuk
memeriksa perubahan terkait tugas dan perilaku, menetapkan dua model: model taksonomi
tugas kepemimpinan dan model untuk perilaku kritis-sukses (Dorr et al., 2018; Otting et al.,
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2021). Kepemimpinan dianggap relevan untuk setiap keberhasilan yang ingin dicapai oleh
suatu organisasi (Hamstra et al., 2013). Karena itu mempengaruhi perilaku karyawan (Cameron,
2011). Kepemimpinan yang baik sering kali mendorong stafnya untuk melakukan yang terbaik
bagi perusahaan dan mendorong mereka untuk melakukan tugas yang diminta dengan sangat
baik (Teece, 2007). Dengan memahami pentingnya kepemimpinan dalam sebuah perusahaan,
penelitian ini juga menggali lebih dalam tentang tugas-tugas konsep pemimpin.

Dalam penelitian ini, tugas kepemimpinan adalah salah satu konsep yang dibahas, dan itu
juga menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Menurut Lynch (2000), agar seorang pemimpin
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sumber daya yang diperlukan harus didukung
oleh keinginan para pemangku kepentingan dan anggota staf. Namun, hal ini tidak bisa dicapai
secara tiba-tiba, tetapi harus ada visi yang jelas dari pimpinan itu sendiri. Jadi, di antara tugas
kepemimpinan adalah mampu menggerakkan perusahaan dengan stafnya ke arah yang benar.
Salacuse (2017) berpendapat bahwa kepemimpinan yang bijaksana adalah tentang karisma atau
visi pemimpin dan mengetahui tugas. Menurut Bach (2020), tugas dan tanggung jawab
kepemimpinan didasarkan pada dua faktor: kerangka administrasi tugas dan strategi berbasis
dan tugas orientasi nilai.

Melalui tugas-tugas tersebut, kepemimpinan yang hebat dapat berdampak pada karyawan
di dalam perusahaan (Carter & Baghurst, 2013) karena, di bawah kepemimpinan yang etis dan
kuat, karyawan belajar mengadopsi yang baru dan lebih baik (Voegtlin et al., 2011). Pemimpin
etis harus memiliki dua karakteristik kepribadian: karakteristik moral pribadi dan aspek
manajerial (Fehr et al., 2015). Konsep kepribadian moral dalam konteks kepemimpinan etis
merepresentasikan kualitas kepemimpinan seorang individu. Menurut Trevino et al. (2000),
kepemimpinan etis mewakili kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan, seperti seorang
pemimpin yang terbuka, dapat dipercaya dan jujur, berperilaku dengan rasa hormat dan
integritas serta bersikap baik dan bertanggung jawab selama pengambilan keputusan moralitas
manajer dalam perspektif kepemimpinan etis adalah sebuah representasi perilaku dan sikap
individualitas dalam posisi kepemimpinan, seperti bersikap positif dan efektif dalam
memimpin orang lain dengan teladan (Andelson, 2003).

2.6. Loyal dalam Kepemimpinan

Perusahaan kecil dan menengah dapat mempekerjakan pemimpin yang mereka harapkan
harus bertindak sopan dan loyal kepada pendiri atau dewan pendiri perusahaan. Menurut
MacDonald (2019), loyalitas berasal dari bahasa Perancis yang dikenal dengan legal. Secara
historis, kata loyal lebih sering digunakan di kerajaan untuk menggambarkan mereka yang
loyal pada kepemimpinan raja, oleh karena itu kata subjek hukum raja (MacDonald, 2019).
Namun, kata tersebut digunakan dengan waktu untuk mendefinisikan kewajiban dan
komitmen bersama (MacDonald, 2019).

Loyalitas dalam kepemimpinan menghasilkan peningkatan kinerja di tempat kerja (Schrag,
2001) karena mengarah pada permintaan akan manajemen yang lebih etis (Sia, 2010) dan
berpusat pada orang (Mwangi & Sena, 2003), yang inovatif dan mendukung kesejahteraan
karyawan sebagai satu kesatuan. dari prioritas perusahaan. Pemimpin yang loyal cenderung
dicintai oleh sebagian besar staf karena pemimpin seperti itu berakar pada kerangka etika dan
moral dalam melakukan sesuatu.

Loyal dalam posisi kepemimpinan perusahaan kecil dan menengah menyebabkan motivasi
pekerja sementara tugas untuk melakukan pekerjaan apapun untuk perusahaan. Hal ini karena
pemimpin menganggap karyawan lain sebagai mitra dalam pembangunan dan bukan sekedar
bawahan. Persepsi seperti itu telah menyebabkan peningkatan kinerja sebagian besar bisnis
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yang baru dimulai dan yang sudah ada. Atas dasar ini, motivasi dianggap sebagai komponen
penting dari kinerja individu dalam suatu perusahaan dijelaskan. Motivasi karyawan terdiri
dari aspek dan faktor yang membentuk sikap individu karyawan, sehingga memengaruhi
tingkat ketekunan anggota staf dan memengaruhi upaya individu untuk berprestasi.

Ketika karyawan dan manajer merasa termotivasi, mereka cenderung menunjukkan
perilaku stres yang lebih sedikit dan bekerja lebih baik selama bekerja (Lloyd et al., 2014).
Conrad et al. (2015) merujuk pada motivasi sebagai keadaan batin yang menyebabkan individu
berperilaku sedemikian rupa sehingga memastikan mereka dapat menyelesaikan tugas. Di sisi
lain, McGowan et al. (2012) mendefinisikan motivasi sebagai kekuatan dan biaya pada upaya
yang beroperasi dalam diri seseorang, yang menyebabkan individu tersebut berperilaku
berbeda. Disimpulkan bahwa motivasi karyawan sebagian besar tergantung pada norma, sikap,
nilai dan bagaimana pemimpin berperilaku dan bertindak dalam berbagai situasi. Ketika
perusahaan dapat mengidentifikasi bahwa budaya kerja tertentu mendukung dan
mencerminkan tujuan dan sasaran organisasi, maka ada jaminan bahwa karyawan termotivasi
dan berada dalam kondisi kerja yang baik. Conrad et al. (2015) berpendapat bahwa tenaga kerja
yang termotivasi memiliki harapan dan impian setiap organisasi yang mengharapkan kinerja
dan produksi yang baik. Beberapa penelitian yang mengeksplorasi konsep motivasi
menganggapnya sebagai konsep penting yang diperlukan untuk integrasi di semua usaha kecil
dan menengah.

Dari literatur yang disajikan, telah ditetapkan bahwa dalam penelitian ini, beberapa

hipotesis diajukan:

H1: Peraturan UKM berhubungan positif dengan motivasi pegawai

H2: Motivasi karyawan berhubungan positif dengan prestasi kerja

H3: Tugas kepemimpinan memiliki hubungan positif dengan motivasi kerja karyawan

H4: Loyalitas kepemimpinan berhubungan positif dengan motivasi karyawan

H5: Ada peran mediasi positif motivasi karyawan antara konektivitas antara kepemimpinan
di UKM dan prestasi kerja

H6: Terdapat peran mediasi positif motivasi karyawan dalam hubungan antara
kepemimpinan yang loyal dan prestasi kerja

H7: Ada peran mediasi positif motivasi karyawan antara konektivitas antara kepemimpinan
di UKM dan prestasi kerja

3. Kerangka Teoritis
Kerangka tersebut disajikan dalam bentuk gambar sebagai gambaran kinerja karyawan
berdasarkan peraturan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.
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Gambar 1. Karyawan - Model Kinerja Pekerjaan

Dari kerangka di atas, terlihat bahwa kebijakan dan peraturan mempengaruhi jalannya
usaha kecil dan menengah di Indonesia. Peraturan tentang UKM ini terkait positif dengan
motivasi karyawan, sehingga memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap
motivasi karyawan. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa motivasi karyawan
berhubungan langsung dengan kinerja individu, yang berdampak pada produktivitas
perusahaan. Faktor lain, seperti tugas kepemimpinan dan loyalitas, terlihat memiliki dampak
atau pengaruh langsung terhadap motivasi karyawan, mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh
karena itu, harus ada motivasi karyawan yang baik melalui berbagai sarana agar kinerja dapat
terjadi sesuai dengan yang diharapkan.

4. Metodologi Penelitian

Diketahui bahwa beberapa metode penelitian ada, dan mereka dapat digunakan
tergantung pada fokus penelitian dan seberapa tepat yang dipilih (Ponto, 2015). Dalam
penelitian ini, metode penelitian survei diterapkan. Penulis memutuskan untuk menggunakan
metode survei karena dianggap tepat untuk melakukan survei terhadap target sampel
karyawan yang bekerja untuk usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Survei
membantu mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan serta memastikan jawaban atas
pertanyaan paling tepat (Becker et al., 2022).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan mail survey. Dengan keinginan untuk
mendapatkan sampel responden yang besar, mail survey dianggap efisien karena dapat
membantu peneliti menjangkau responden sebanyak yang dibutuhkan. Sloan (2018) percaya
bahwa menggunakan mail survey membantu mendapatkan dan menangani sampel survei besar
tanpa kehilangan respons apa pun. Dengan kata lain, untuk lebih spesifik, melalui email, data
dikumpulkan. Populasi diambil dari pegawai pemerintah dari berbagai departemen Usaha
Kecil dan Menengah Indonesia di seluruh negeri.

Ukuran sampel adalah 250 karyawan yang dikategorikan ke dalam manajemen puncak,
manajemen menengah, dan manajemen bawah. Namun, 211 tanggapan telah dikembalikan.
49% berada di kisaran 25 sampai 35, 31% berada di kisaran 36 sampai 45 dan 20% berada di
kisaran 46 sampai 60. 77% sudah menikah. 69% karyawan memiliki gelar master. Dua ratus
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lima puluh kuesioner dibagikan; namun, 211 dikembalikan, dan 190 dapat digunakan untuk
analisis lebih lanjut.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh terkait dengan hipotesis dan
tujuan penelitian.

LT1 EM1 EM2 EM3
3
N \\ '\

0o40 0833 0823

EM4 EMS

W

90742

Gambar 2. Analisis Data Email

Nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,70. Pada Tabel 1, nilai composite reliability
lebih besar dari 0,70. Hal ini mengimplikasikan bahwa regulasi berpengaruh signifikan
terhadap motivasi kerja karyawan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja.

Tabel 1. Average Variance Extracted (AVE)

Cronbach’s Composite Ave.rage
Alpha rho_A Reliability Variance
Extracted (AVE)
R 0,953 0,957 0,959

EM 0,902 0907 0921 0,66
LT 0,912 0,915 0,927 0,595
’ ’ ’ 0,587
EPJ 0,943 0,948 0,951 0,621
LL 0,918 0,924 0,931 0,533

Tabel 1 menunjukkan bahwa konstruk tugas kepemimpinan mencapai composite reliability
maksimum sebesar 0,959 dan hasil motivasi karyawan sebesar 0,907 sebagai composite reliability
minimum berdasarkan penelitian ini mengenai konstruk.
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Nilai konstruk laten harus menjelaskan varian indikator (Hussain et al., 2018). Dengan
demikian, faktor leading harus lebih besar dari 0,700 untuk menghasilkan nilai AVE lebih besar
dari 0,50 (Hariyanto & Nafi’ah, 2022). Dengan demikian, nilai threshold AVE harus lebih besar
atau sama dengan 0,50. Jadi, AVE lebih besar dari 0,50, yang dapat diterima pada Tabel 1.

Kriteria Fornell-Larcker adalah pendekatan tradisional untuk evaluasi validitas diskriminan
yang membandingkan nilai akar kuadrat AVE dengan nilai korelasi konstruk laten (Hariyanto
& Nafi'ah, 2022). Akar kuadrat AVE harus lebih besar dari nilai korelasi dengan konstruksi
laten lainnya, dan nilai AVE harus minimal 0,50 atau lebih tinggi untuk perbandingan. Husain
et al. (2018) berpendapat bahwa nilai signifikan dari kriteria Fornell-Larcker, hanya konstruk
reflektif yang dapat dinilai.

Tabel 2. Validitas Diskriminan

Constructs EL EM EML P SL

EL 0,813

EM 0422 0,772

LT 051 0575 0,766

LL 0461 0558 0,512 0,788

SL 0681 0465 0528 0,559 0,731

Tabel 1 menunjukkan bahwa AVE konstruk laten terletak antara 0,533 hingga 0,660, yang
memenuhi rekomendasi (Hair et al.,, 2014). Kriteria Fornell dan Larcker, konstruk laten akan
memenuhi validitas diskriminan pada Tabel 2.

Terdapat tujuh (7) hipotesis dalam penelitian ini, dimana empat (04) hipotesis
menunjukkan pengaruh langsung, dan tiga (03) menunjukkan pengaruh tidak langsung
(mediating effect). Secara umum, t-value berbeda dengan nol (0,0). Ini signifikan secara statistik,
namun bergantung pada derajat kebebasan. Oleh karena itu, p-value mengukur apakah jalur
tersebut signifikan atau tidak. PLS3 pintar menghasilkan t-value dan p-value. Tingkat
kepercayaan dan perhitungan p-value berada pada 95% (Bickel, 2007).

Tabel 3. Hubungan Langsung

Standard
. . . Original . T Statistics p -
Hypothesis Relationship Sample (0) l?g;gél‘t;)n (|O/STDEV|)  Values Decision
H1 R ->EM 0,681 0,041 16,713 0 Accepted
H2 EM -> EJP 0,381 0,055 6,863 0 Accepted
H3 LT ->EM 0,575 0,052 11,049 0 Accepted
H4 SL ->EM 0,382 0,055 6,91 0 Accepted

Hipotesis 1 (H1) terdapat hubungan langsung antara tugas kepemimpinan dengan motivasi
kerja karyawan, dan tugas kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
motivasi kerja karyawan. Khususnya, H1 diterima ( = 0.681, t = 16.713, p=0< 0.000). Hipotesis
2 (H2) terdapat hubungan langsung antara motivasi kerja karyawan dengan prestasi kerja
karyawan, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja
karyawan. Secara khusus, H2 diterima ( = 0,381, t = 6,863, p=0< 0,000).
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Hipotesis 3 (H3) terdapat hubungan langsung antara tugas kepemimpinan dengan motivasi
kerja karyawan, dan tugas kepemimpinan memberikan kontribusi positif dan signifikan
terhadap motivasi kerja karyawan. Secara khusus, H3 diterima (f = 0,575, t = 11,049, p=0<
0,000).

Hipotesis 4 (H4) terdapat hubungan langsung antara loyalitas kepemimpinan dengan
motivasi kerja karyawan, dan loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi
kerja karyawan. khususnya, H4 diterima (f = 0.382, t = 6.91, p=0< 0.000). Selain itu, Tabel 4
menunjukkan hubungan jalur tidak langsung, t-value dan p-value.

Tabel 4. Hubungan Tidak Langsung

Standard

. . . Original . L. T Statistics P ..
Hypothesis Relationship Sam;;gle (0) l?se;géz‘c;)n (|0/STDEV|)  Values Decision
H5 LL -> EM -> EJP 0,219 0,039 5,66 0 Accepted
Heé LL -> EM -> EJP 0,26 0,042 6,25 0 Accepted
H7 LL -> EM -> EJP 0,13 0,029 3,94 0 Accepted

Tabel 4 di atas menunjukkan koefisien dari 3 hubungan tidak langsung dan p-value dan t-
value masing-masing untuk mengukur apakah hipotesis signifikan atau tidak signifikan.

Hipotesis lima menunjukkan efek mediasi motivasi karyawan antara tugas-tugas
kepemimpinan dan prestasi kerja karyawan. Data statistik (3 = 0.219, t = 5.66, p=0< 0.000)
menunjukkan bahwa motivasi pegawai memiliki mediasi yang signifikan antara tugas
kepemimpinan dan prestasi kerja pegawai. Hipotesis enam menunjukkan efek mediasi motivasi
karyawan antara tugas-tugas kepemimpinan dan prestasi kerja karyawan. Data statistik ( =
0.260, t = 6.25, p=0< 0.000) menunjukkan bahwa motivasi karyawan memiliki mediasi yang
signifikan antara tugas kepemimpinan dan prestasi kerja karyawan. Hipotesis tujuh
menunjukkan pengaruh mediasi motivasi karyawan antara loyalitas kepemimpinan dan
prestasi kerja karyawan. Data statistik (3 = 0,130, t = 3,94, p = 0< 0,000) menunjukkan bahwa
motivasi karyawan secara signifikan memediasi antara loyalitas kepemimpinan dan kinerja
karyawan.

Tabel 5. R-Square

Constructed R Square R Square Adjusted
0,329
0,423

EM 0,331

Dari Tabel 5 terlihat bahwa motivasi kerja karyawan memiliki nilai R2 sebesar 0,331 (33%)
dan prestasi kerja karyawan memiliki nilai R2 sebesar 0,426 (43%). Jadi, nilai R2 signifikan.

Karena kontribusi usaha kecil dan menengah terhadap pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi nasional. Produktivitas dan kinerja adalah konsep kontroversial untuk didiskusikan.
Studi ini mengkaji bagaimana kinerja karyawan-pekerjaan mengenai peraturan berdampak
pada kapasitas produksi perusahaan atau perusahaan. Secara khusus, makalah ini berusaha
untuk menetapkan bagaimana kebijakan dan peraturan berkontribusi pada tugas
kepemimpinan, loyalitas, motivasi karyawan, dan kinerja pekerjaan karyawan yang
berkontribusi pada produksi skala kecil dan menengah.
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Hipotesis 1 (H1) terdapat hubungan langsung antara peraturan dengan motivasi pegawai,
dan peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi pegawai. Khususnya, H1
diterima (P = 0.681, t = 16.713, p=0< 0.000). Hipotesis 2 (H2) terdapat hubungan langsung antara
motivasi pegawai dengan prestasi kerja pegawai, dan motivasi pegawai berpengaruh positif
dan signifikan terhadap prestasi pegawai. Secara khusus, H2 diterima (p = 0,381, t = 6,863, p=0<
0,000). Hipotesis 3 (H3) terdapat hubungan langsung antara tugas kepemimpinan dengan
motivasi kerja karyawan, dan tugas kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap motivasi kerja karyawan. Secara khusus, H3 diterima (f = 0,575, t = 11,049, p=0<
0,000). Hipotesis 4 (H4) terdapat hubungan langsung antara loyalitas kepemimpinan dengan
motivasi kerja karyawan, dan loyalitas kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap motivasi kerja karyawan. Terutama, H4 diterima (f = 0,382, t = 6,91, p=0< 0,000).
Hipotesis lima menunjukkan pengaruh mediasi motivasi karyawan antara loyalitas
kepemimpinan dan prestasi kerja karyawan. Data statistik (B = 0,219, t = 5,66, p=0< 0,000)
menunjukkan bahwa motivasi karyawan secara signifikan memediasi antara loyalitas
kepemimpinan dan kinerja karyawan. Hipotesis enam menunjukkan efek mediasi motivasi
karyawan antara tugas-tugas kepemimpinan dan prestasi kerja karyawan. Data statistik (p =
0,260, t = 6,25, p=0< 0,000) menunjukkan bahwa motivasi karyawan secara signifikan
memediasi antara tugas kepemimpinan dan kinerja karyawan. Hipotesis tujuh menunjukkan
pengaruh mediasi motivasi karyawan antara loyalitas kepemimpinan dan prestasi kerja
karyawan. Data statistik (B = 0,130, t = 3,94, p=0< 0,000) menunjukkan bahwa motivasi
karyawan secara signifikan memediasi antara loyalitas kepemimpinan dan prestasi kerja.

6. Kesimpulan

Cukuplah untuk menyimpulkan bahwa berdasarkan studi ini, ekstraksi pendekatan praktis
yang berharga untuk perusahaan dan pemerintah mengenai peraturan tentang kinerja Usaha
Kecil dan Menengah untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif dijelaskan
dengan jelas. Oleh karena itu, jelas bahwa adanya peraturan, sumber daya, kepemimpinan, dan
motivasi karyawan dapat meningkatkan kinerja organisasi, sehingga meningkatkan produksi.
Akibatnya, di dalam organisasi, pemimpin harus mengembangkan sikap kerja yang diperlukan
untuk diikuti karyawan sebagai alat motivasi yang memfasilitasi hubungan kerja yang lebih
baik.
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